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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng,
perlu dilakukan peningkatan integritas penyelenggara dan
aparatur sipil negara dan/atau penyelenggara negara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengendalian
Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka
perlu dibentuk dan diangkat keanggotaan unit pengendalian
gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah telah
diubah beberapa kali terakhie dengan Undang-undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 tetang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6409);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...
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Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 444);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 172).

Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi,
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Menetapkan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, dengan susunan sebagai berikut:
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

a. Pengarah : 1. Ketua KPU Kabupaten Bantaeng; dan

2. Para Anggota KPU Kabupaten Bantaeng

b. Ketua . Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng

c. Sekretaris : Kepala Subbagian Teknis dan Hukum

d. Anggota : 1. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan

Logistik;
2. Kepala Subbagian PERDATIN; dan
3. Kepala Subbagian SDM dan PARMAS.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
memiliki tugas dan wewenang, serta mempunyai fungsi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
melalui Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) yang berlaku di
lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 14 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG TAHUN 2025

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN
2025

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN

DALAM UPG

1 | MUHAMMAD SALEH KETUA KPU KAB. BANTAENG PENGARAH

2 | RAMLI KAHAR ANGGOTA KPU KAB. BANTAENG PENGARAH
3 | ABDUL RAHMAN ANGGOTA KPU KAB. BANTAENG PENGARAH
4 | AHMAD MAKMUR ANGGOTA KPU KAB. BANTAENG PENGARAH
5 | ASPAR RAMLI ANGGOTA KPU KAB. BANTAENG PENGARAH
6 | USMAN SALEH, S.Sos., M.Si. SEKRETARIS KPU KAB. BANTAENG KETUA

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA
7 | NUR AHYANI, S.Sos. SEKRETARIS
PEMILU, DAN HUKUM

KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN

8 | NUR AENI, SE. ANGGOTA
LOGISTIK
KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN
9 | FANDY FITRAH, SE. ANGGOTA
INFORMASI
KASUBBAG SDM DAN PARTISIPASI
10 | MUHAMMAD RUSMAN, A.Md. ANGGOTA
MASYARAKAT

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 14 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, ttd.
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG MUHAMMAD SALEH
BAGIAN HUKUM
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